BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR o2 TAHUN 2019

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI LEBONG,

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Pendayagunaanan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah,
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Bupati Lebong tentang Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah Kabupaten Lebong;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahyang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);




o

10.

1%,

12.

13,

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia  5587)
sehagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9@  Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernintahan Daerah
iLembaran HMegara Republik Indonesia Tahun 2015
Momor 58, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 MNomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawal Negen Sipil (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indoensia
Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomeor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menieri Pendavagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi  Nomor 34 Tahun 2011
tentang pedoman Ewaluasi Jabatan;

Peraturan Mcnicri Pendayvagunaan Aparatur Negara
dan Relormasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan & Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembeniukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatuy Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4! Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagm
Pegawai Negeri  Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1273}



Menetapkan

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomeor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor
10 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
EABUPATEN LEBONG

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan
fungsional sebagimana dimaksud dalam Peraturan
Perundang-Undangan.

2. Kelas jabatan  adalah kedudukan  yang
menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri
dalam rangkaian susunan instansi pemerintah
yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan,
tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan
dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan
kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar

penggajian.

BABII
KELAS JABATAN

Pasal 2

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan
Jabatan Lainnya di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebong ditetapkan sebagaimana dalam
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV,
dan Lampiran V Peraturan Bupati Lebong ini.



BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati Lebong ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan -
Peraturan Bupati dengan penempatannya  dalam

Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei .
pada tanggal & JFanuart 2019
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